BABV
PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Bertolak dari perumusan masalah, tujuan penelitian, serta pembahasan

yang telah diuraikan pada Bab 1V, kesimpulan penelitian ini dapat dipaparkan

secara terperinci sebagai berikut:

1.

Kewajiban pandai baca dan tulis al-Quran (BTQ) bagi calon pengantin di
KUA Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam dilaksanakan melalui
mekanisme verifikasi dokumen berupa sertifikat/ijazah khatam al-Quran
ataupun surat keterangan dari Nagari/TPA serta pengujian langsung ketika
screening pada pemeriksaan kehendak nikah. Materi penilaiannya
mencakup kelancaran membaca, penyalinan huruf hijaiyah (kitabah), serta
hafalan bacaan shalat fardhu dan surah pendek dengan penekanan peran
gender yang proporsional. Pengujian tersebut bertumpu pada Peraturan
Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2005 yang diselaraskan dengan
kearifan lokal Minangkabau berlandaskan falsafah Adat Basandi Syarak
Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

. Ditinjau dari perspektif Maqasid al-Syari'ah, kewajiban pandai baca tulis al-

Quran bagi calon pengantin sebagai syarat pendaftaran perkawinan di KUA
Kecamatan Sungai Pua telah memenubhi kriteria Magasid al-Syari'ah, yakni
menempati tingkatan Mukamilat khususnya dalam kerangka pemeliharaan

agama (hifdh ad-din) serta pemeliharaan keturunan (hifdh an-nasl).

1.2 Saran

Bertolak dari temuan serta kesimpulan penelitian ini, beberapa saran

yang dapat diajukan ialah sebagai berikut:

1.

Mekanisme pelaksanaan kewajiban pandai baca dan tulis al-Quran (BTQ)
bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam patut
dilestarikan sebagai kearifan lokal yang menjunjung tinggi nilai keagamaan
berdasarkan prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-
SBK).
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2. Kepada Kantor Urusan Agam (KUA) Sungai Pua Kabupaten Agam
disarankan agar panduan atau Standard Operating Procedure (SOP) tertulis
yang baku terkait indikator penilaian baca dan tulis al-Quran disusun

secara memadai.
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